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Firda Febrianty Savaros (B11113138) Euthanasia Menurut Hukum 
Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Indonesia, dibawah bimbingan 
Andi Sofyan selaku Pembimbing I dan Amir Ilyas selaku Pembimbing 
II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Euthanasia 
menurut Hukum Pidana Indonesia dan perbandingannya dengan 
peraturan perundang-undangan yang terkait serta Rancangan Undang-
Undang Kitab Undang-Undang (RUU KUHP) Indonesia. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khususnya di 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan 
Pusat Universitas Hasanuddin. Penulis menggunakan metode normatif-
kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara. Selanjutnya data 
yang diperoleh diolah secara content analysis, yaitu mengolah data-data 
untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi, kemudian dianalisis 
dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
 Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) 
Euthanasia sampai saat ini masih tidak diperbolehkan di Indonesia seperti 
yang diatur dalam Pasal 344 KUHP yang terkait auto euthanasia dan 
Pasal 345 KUHP yang dapat digolongkan dalam euthanasia aktif, (2) 
Pasal 588 dan Pasal 589 Rancangan KUHP 2015 memiliki unsur-unsur 
terkait euthanasia yang hampir serupa rumusannya dengan Pasal 344 
KUHP dan 345 KUHP. Hanya saja terdapat tambahan unsur dalam Pasal 
588 RUU KUHP 2015 berupa permintaan keluarga pasien yang dilakukan 
ketika kondisi pasien tidak sadar. Selain itu ancaman pidana yang 
dijatuhkan dalam Pasal 588 dan Pasal 589 RUU KUHP 2015 berbeda 












Firda Febrianty Savaros (B11113138) Euthanasia According to 
Criminal Law of Indonesia and RUU KUHP Indonesia, under guidance 
from Andi Sofyan as Adviser (I) and Amir Ilyas as Adviser (II). 
 This research aims to know about Euthanasia according to Criminal 
Law of Indonesia and its comparation with related law in Indonesia and 
RUU KUHP of Indonesia. 
 This research was conducted in Makassar City especially at Library 
of Law Faculty Hasanuddin University and The Center Library of 
Hasanuddin University. In this research, writer uses normative-kualitatif 
law research with librarian study and interview. Then, the data source 
processed with content analysis, which is processed the data to find 
conclusion and recommendation, then use kualitatif technique for 
descriptive explanation to explaining the problem that related to this 
research. 
 Conclusion from this research are (1) Euthanasia is not allowed in 
Indonesia until now based from law regulation from Article 344 KUHP 
which related with auto-euthanasia and Article 345 KUHP which related 
with active euthanasia, (2) Article 588 and Article 589 RUU KUHP 2015 
has the content related to euthanasia which is similar to Article 344 KUHP 
and Article 345 KUHP. But there is additional content on Article 588 RUU 
KUHP 2015 about the will from patient’s family when the patient is 
unconscious. And then the threat of criminal penalty on Article 588 and 
Article 589 RUU KUHP 2015 are different with Article 344 and Article 345 
KUHP which is still valid until now. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat 
saat ini menimbulkan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap 
kehidupan sosial budaya masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut 
tentunya lebih diharapkan ke arah yang positif dan dapat berguna bagi 
kemaslahatan umat manusia. 
Di antara perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, 
bidang medis merupakan salah satu bidang yang mengalami kemajuan 
cukup pesat. Dari segi ilmu pengetahuan, salah satu contohnya adalah 
tata cara untuk mendiagnosa suatu penyakit dapat dilakukan dengan lebih 
sempurna dan akurat sehingga penanganan terhadap penyakit menjadi 
lebih efektif. Dan dari segi teknologi, salah satu contohnya adalah telah 
diciptakannya alat seperti Ventilator Mekanik untuk menunjang 
pernapasan pasien agar dapat dikontrol sepenuhnya. 
Namun dibalik perkembangan-perkembangan di bidang medis 
tersebut, terdapat pula permasalahan yang sampai saat ini belum bisa 
dituntaskan seperti kasus euthanasia karena pandangan hukum dan sosial 
terhadap penerapan euthanasia kepada seseorang pun berbeda-beda. 
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Ada dua masalah dalam bidang kedokteran/kesehatan yang  
berkaitan dengan berbagai aspek yang selalu aktual dibicarakan 
dari waktu ke waktu, sehingga dapat digolongkan ke dalam 
masalah klasik di bidang kedokteran yaitu Abortus Provokatus 
dan Euthanasia. Dalam lafal sumpah dokter yang disusun oleh 
Hippokrates (460-377 SM), kedua masalah ini sudah ditulis dan 
telah diingatkan. Sampai kini tetap saja persoalan yang timbul 
berkaitan dengan masalah ini tidak dapat diatasi dan 
diselesaikan dengan baik atau dicapainya kesepakatan yang 
dapat diterima oleh semua pihak. Di satu pihak tindakan Abortus 
Provokatus dan Euthanasia pada beberapa kasus dan keadaan 
memang diperlukan sementara di lain pihak tindakan ini tidak 
dapat diterima, bertentangan dengan hukum, moral, dan agama. 
Kedua masalah ini setiap waktu dihadapi oleh kalangan 
kedokteran dan masyarakat. Bahkan dapat diperkirakan akan 
semakin meningkat di masa mendatang.1 
Tindakan euthanasia yang dilakukan oleh dokter dipandang oleh 
beberapa orang sebagai jalan terakhir untuk menghilangkan penderitaan 
pasien yang dianggap tidak lagi mempunyai harapan untuk hidup. Dalam 
beberapa kasus, euthanasia tidak diminta oleh pasien yang bersangkutan 
melainkan oleh pihak keluarga yang tidak ingin melihat anggota 
keluarganya tersiksa lebih lama dengan menggunakan alat-alat yang 
hanya menunjang kehidupannya. Seperti kasus berikut : 
Di Negeri Belanda, sebagaimana dikutip oleh Imron Halimi,  
euthanasia pernah dilaksanakan terhadap seorang pasien  
rumah sakit di Alkamaar, yang menderita penyakit kanker 
ganas. Tindakan euthanasia ini dilakukan atas permintaan anak 
si pasien – yang juga seorang dokter wanita – kepada Direktur 
rumah sakit. Ia bahkan mengajak semua dokter untuk bersama-
sama menolong pasien dengan memberikan suntikan “mercy 
killing” atau euthanasia. Semua dokter itu akhirnya dinyatakan 
                                                          
1 M. Jusuf Hanafiah, 2007, Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan, Penerbit Buku 
Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 117. 
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bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, tetapi 
pengadilan tidak menjatuhkan hukuman pidana.2 
 
Di Indonesia, pernah terjadi upaya pengajuan permohonan euthanasia 
pada tahun 2004. Hasan Kesuma, suami dari Agian Isna Nauli, 
mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk 
mengakhiri penderitaan istrinya. Namun permohonan tersebut ditolak oleh 
pengadilan. Alasan pengajuan upaya permohonan euthanasia ini karena 
Hasan tidak tega menyaksikan istrinya yang telah koma selama dua bulan, 
di samping itu keterbatasan biaya perawatan juga menjadi salah satu 
faktor pencetus permohonan euthanasia.3 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 56 
ayat (1) menyatakan bahwa : 
Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau 
seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya 
setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan 
tersebut secara lengkap. 
Namun pengecualian terhadap Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut terdapat pada ayat (2) 
yang salah satunya adalah keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri. 
Apabila melihat kasus Agian Isna Nauli sebelumnya, posisi Agian yang 
tidak sadarkan diri kemudian membuat suaminya merasa harus membuat 
                                                          
2 Ahmad Wardi Muslich,2014, Euthanasia: Menurut Pandangan Hukum Positif dan 
Hukum Islam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.4. 
3 http://m.kompasiana.com/novitutu/sejarah-eutanasia_550051c3a33311926f510b69. 
Diakses pada tanggal 08 Oktober 2016 pukul 17.00 Wita. 
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keputusan untuk mengajukan permohonan euthanasia, yang secara 
langsung berarti menolak seluruh tindakan pertolongan yang akan 
diberikan kepada Agian. 
Negara Belanda merupakan negara yang sempat menolak 
pelaksanaan euthanasia, namun pada tahun 2002 undang-undang yang 
melegalkan suntik mati atau euthanasia telah diresmikan setelah sekian 
lama menimbulkan pro dan kontra. Walau demikian, Belanda membatasi 
subjek dan keadaan-keadaan yang memungkinkan seseorang untuk 
diterapkan euthanasia terhadapnya, seperti hanya pasien dengan umur 
minimal 12 tahun (jika ada izin orang tua) dan boleh diajukan apabila 
kondisi pasien sudah parah dan sangat menderita dengan penyakitnya.  
Selain Belanda, Belgia merupakan negara yang telah melegalkan 
tindakan euthanasia terhadap pasien yang mengalami penyakit 
mematikan. Pada awal penerapannya, euthanasia hanya dapat dilakukan 
kepada pasien dewasa. Namun pada tahun 2014, Belgia mengesahkan 
undang-undang yang menyatakan bahwa euthanasia dapat dilakukan oleh 
dokter kepada pasien di bawah usia 18 tahun dengan syarat disertai oleh 
persetujuan tertulis dari orang tua yang bersangkutan.  
Dalam Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran, dinyatakan bahwa :  
5 
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran 
mempunyai kewajiban merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi 
lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik 
apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau 
pengobatan. 
Pasal diatas secara tidak langsung “meminta” seorang dokter untuk 
tidak langsung mengabulkan permintaan euthanasia baik dari pasien 
maupun keluarga pasien, melainkan mengarahkan pasien dan 
keluarganya untuk mencoba pengobatan dari dokter lain. 
Praktik euthanasia menimbulkan pro dan kontra karena jelas 
bertentangan dengan ajaran agama, sosial, dan moral. Pihak yang kontra 
terhadap euthanasia memandang tindakan tersebut sebagai upaya 
pembunuhan terhadap seseorang, meskipun dengan tindakan demikian 
dianggap dapat menghilangkan penderitaan terhadap suatu penyakit 
mematikan, karena yang berhak untuk menentukan hidup atau matinya 
manusia hanya Tuhan. Di sisi lain, pihak yang pro euthanasia memandang 
bahwa dengan melakukan tindakan euthanasia, maka penderitaan fisik 
akibat penyakit akan hilang dan seseorang akan mendapatkan kematian 
tanpa rasa sakit. 
Negara Indonesia merupakan negara yang tidak melegalkan tindakan 
euthanasia dalam bentuk apapun, karena Indonesia berpedoman pada 
Undang-Undang Dasar 1945  Pasal 28A yang menyatakan bahwa : “setiap 
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orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 
kehidupannya”. 
Rumusan Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 tersebut 
berkesinambungan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa : 
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan 
pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan 
dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar 
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak 
dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. 
 
Dari rumusan Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 4 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut, secara tegas telah 
dinyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan 
mempertahankan hidup dan kehidupannya, yang berarti pihak lain tidak 
memiliki wewenang untuk mengatur alur kehidupan seseorang (dalam hal 
ini hidup atau matinya). 
Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia 
tidak secara tegas menyebutkan euthanasia, namun menurut pendapat 
pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran, Komariah Emong, 
euthanasia diatur dalam bab tentang kejahatan kemanusiaan.4 Seperti 
yang dirumuskan dalam Pasal 344 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa 
                                                          
4http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol11197/meski-tidak-secara-tegas-diatur-
ieuthanasiai-tetap-melanggar-kuhp.  Diakses pada tanggal 08 Oktober 2016 pukul 16.45 
Wita. 
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menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang 
disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum 
penjara selama-lamanya dua belas tahun.” 
Pada tahun 2014, Ignatius Ryan Tumiwa, warga Jakarta Barat, 
mengajukan permohonan uji materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) Pasal 344 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ke Mahkamah 
Konstitusi. Alasan Ignatius mengajukan permohonan tersebut karena tidak 
tahan dengan beban hidup yang ditanggungnya. Namun pada sidang 
perbaikan permohonan uji materi Pasal 344 KUHP yang digelar di ruang 
sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 26 Agustus 2014, kuasa 
hukum Ignatius menyatakan mencabut permohonan lantaran kliennya 
menyadari mengakhiri hidup dengan cara suntik mati justru bertentangan 
dengan UUD 1945.5 
Pasal 344 KUHP, yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih 
dalam hukum pidana di Indonesia, sejauh ini belum pernah menjaring 
pelaku euthanasia sehingga penerapan terhadap pasal ini  belum terlihat 
sama sekali. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum pidana 
khususnya terkait euthanasia agar dapat sesuai dengan perkembangan 
dalam bidang medis dan bidang hukum di Indonesia. 
                                                          
5http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/08/tuntutan-ryan-dan-soal-kebijakan-
eutanasia-di-indonesia.  Diakses pada tanggal 08 Oktober 2016 pukul 17.10 Wita. 
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Pembaharuan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum 
yang dilakukan secara terarah dan terpadu meliputi bidang-bidang hukum 
tertentu, termasuk didalamnya hukum pidana. Menurut Sudarto, 
pembaharuan hukum pidana harus meliputi pembaharuan hukum pidana 
material, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana.6 Namun 
yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah hukum pidana material 
dari segi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga beberapa 
peraturan di Indonesia yang terkait dengan euthanasia. 
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(RUU KUHP) Indonesia dirancang atas beberapa pertimbangan, 
diantaranya disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan 
kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia, selain itu harus pula mengatur 
keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan negara dengan 
kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana 
dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, dan 
beberapa pertimbangan lainnya. 
Dengan dibuatnya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (RUU KUHP), diharapkan agar permasalahan khususnya 
                                                          
6 Marcus Priyo Gunarto, “Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-
Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas 
Gadjah Mada,Vol. 24, Nomor 1 Februari 2012, hlm. 85. 
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seperti euthanasia dapat memperoleh titik terang atas pengaturan 
hukumnya yang tentunya dapat berkesinambungan dengan peraturan-
peraturan lain yang terdapat di Indonesia.  
Berdasarkan pemaparan diatas, melatarbelakangi penulis untuk 
mengangkat judul “Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana 
Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang 
(RUU KUHP) Indonesia”.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas dan untuk 
membatasi pokok kajian, maka penulis merumuskan permasalahan pokok 
untuk dipecahkan sebagai berikut : 
1. Bagaimana euthanasia ditinjau dari segi hukum pidana Indonesia? 
2. Bagaimana perbandingan aturan terkait euthanasia dari segi hukum 
pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Indonesia? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pandangan euthanasia dari segi hukum pidana 
Indonesia. 
2. Untuk mengetahui perbandingan aturan terkait euthanasia dari segi 
hukum pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Indonesia. 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk kajian 
dalam ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang Hukum Pidana. 
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang 
menginginkan untuk mengetahui lebih dalam mengenai euthanasia. 
E. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini terbagi atas tiga bab, dan masing-masing di 
bagi lagi menjadi beberapa sub bab, yang secara lengkap dapat 
disajikan sebagai berikut:  
Bab I Pendahuluan, membicarakan tentang latar belakang 
masalah yang akan diteliti kemudian berdasarkan latar belakang 
permasalahan itu disusun beberapa pokok permasalahan yang 
menjadi rumusan masalah, kemudian diuraikan juga tujuan dan 
manfaat dari penulisan, serta sistematika penulisan.  
Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi pembahasan mengenai 
tinjauan hukum terkait pengertian hukum pidana, tindak pidana, 
euthanasia, dan pembunuhan. Selain itu, terdapat pembahasan 
mengenai bentuk-bentuk euthanasia, pandangan agama dan HAM 
terkait euthanasia, serta pengertian dan bentuk-bentuk kejahatan 
terhadap nyawa. Hal ini digunakan sebagai dasar berpijak untuk 
melakukan pembahasan lebih lanjut tentang masalah yang dikemukakan.  
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Bab III Metode Penelitian, yang berisi lokasi penelitian, jenis 
penelitian, jenis dan sumber data, metode dan teknik pengumpulan 
data serta analisis data. Hal ini digunakan untuk menjelaskan langkah 

















A. Tinjauan Umum 
1. Pengertian Hukum Pidana 
Hukum pidana berkaitan dengan kata “pidana” yang berarti hal 
yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan 
kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan 
juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Dalam kata “pidana” 
tersirat unsur “hukuman”, namun istilah “hukuman” tidak dapat 
menggantikan kata “pidana”, sebab ada istilah “hukum pidana” di 
samping “hukum perdata” seperti misalnya ganti kerugian berupa 
pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang disusul dengan 
pelelangan.7 
Pengertian Hukum Pidana apabila dijabarkan memiliki arti yang 
luas dan mencakup banyak segi, namun istilah hukum pidana dapat 
dirumuskan ke dalam berbagai pengertian sesuai dengan pendapat 
para ahli hukum pidana, diantaranya adalah sebagai berikut : 
Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan 
hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar 
dari aturan-aturan untuk : 
                                                          
7Wirjono Prodjodikoro, 2011, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT. Refika 
Aditama, Bandung, hlm. 1. 
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a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi 
yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar 
larangan tersebut. 
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang 
telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 
dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah 
melanggar larangan tersebut.8 
Hukum pidana dipandang sebagai pengatur kehidupan masyarakat 
untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang dianggap jahat bagi 
kehidupan bermasyarakat. Dan apabila telah terjadi suatu perbuatan 
yang dilarang, maka hukum pidana berperan sebagai penentu tindakan 
yang seharusnya dikenakan terhadap pelaku. 
Simons mendefinisikan Hukum Pidana adalah kesemuanya 
perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara 
dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang 
tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-
                                                          
8 Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1. 
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syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk 
mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.9 
Definisi hukum pidana oleh Van Hamel adalah semua dasar-dasar 
dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam 
menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde) yaitu dengan 
melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan 
suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.10 
Selain pendapat beberapa ahli hukum diatas, hukum pidana 
merupakan aturan yang memuat ketentuan-ketentuan tentang : 
a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan 
dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif 
maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman 
sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu. 
b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada 
bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang 
diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya. 
c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan 
negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, 
hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar 
hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, 
                                                          
9  Ibid., hlm.8. 
10 Ibid., hlm.8-9. 
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menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, 
serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan 
oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha 
melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara 
dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.11 
Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang terdiri atas aspek 
pertama dan kedua, dapat juga disebut sebagai hukum pidana abstrak, 
maupun hukum pidana dalam keadaan diam, yang sumber utamanya 
adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana 
formil terdapat dalam aspek ketiga, yang biasa disebut sebagai hukum 
pidana konkret atau hukum pidana dalam keadaan bergerak, yang 
sering juga disebut hukum acara pidana, yang bersumber dari Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).12 
Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti objektif, yang 
juga sering disebut, ius poenale meliputi : 
a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau 
pengabainnya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-
badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus 
ditaati dan diindahkan oleh setiap orang; 
                                                          
11 Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, 
Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 2. 
12  Ibid., hlm. 2. 
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b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat 
apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-
peraturan itu; d.k.l. hukum penentiair atau hukum sanksi; 
c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya 
peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu. 
Di samping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang 
lazim pula disebut ius puniendi, yaitu peraturan hukum yang 
menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan 
pelaksanaan pidana.13 Ius Poenale secara singkat dapat dirumuskan 
sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan 
perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam 
dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya. 
Ius poenale lazim dibagi atas hukum pidana materiel atau hukum 
pidana madi (madi adalah berasal dari bahasa Arab atau substantive 
criminal law) dan hukum pidana formeel (dan bukan hukum pidana 
formal, karena berarti hukum pidana resmi). Istilah hukum pidana 
material yang biasa juga digunakan adalah tidak tepat, karena di 
negara-negara Anglo Saxon dan di Amerika Serikat tidak dikenal istilah 
material criminal law, tetapi substantive criminal law (hukum pidana 
substantive). 
                                                          
13  Andi Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana I, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 
1. 
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Hukum pidana formil (law of criminal procedure) atau hukum acara 
pidana secara singkat dapat dirumuskan sebagai hukum yang 
menetapkan cara Negara mempergunakan haknya untuk 
melaksanakan pidana, juga biasa disebut hukum pidana in concreto, 
karena mengandung peraturan bagaimana hukum pidana materiel atau 
hukum pidana in abstracto dituang ke dalam kenyataan (in concreto).  
Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa hak negara untuk memidana 
haruslah berdasarkan hukum pidana materiel, dan karena itu adanya 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memungkinkan 
berlakunya hukum pidana materiel  dalam kenyataan. Kedua bidang 
hukum itu berhubungan erat. Yang pertama menentukan apa yang 
dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan yang 
kedua menentukan pedoman dan cara menemukan perbuatan (dan 
pembuatnya) itu. 
Dari sekian banyak pendapat mengenai pengertian hukum pidana, 
penulis lebih condong pada pendapat Van Hamel yang pada intinya 
menyatakan bahwa hukum pidana adalah dasar untuk menegakkan 
ketertiban hukum dalam suatu negara dengan melarang hal-hal yang 





2. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana 
Belanda yaitu strafbaar feit. Secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, 
“baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan.14 Sehingga 
dapat disimpulkan strafbaar feit adalah perbuatan yang dapat dipidana. 
Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan 
istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu 
undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau 
perbuatan pidana atau tindak pidana.15 
Moeljatno menjabarkan tindak pidana dengan kata perbuatan 
pidana dengan uraian sebagai berikut : 
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu  
aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang  
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar  
larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan  
pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum  
dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat  
bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu  
keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),  
sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang  
menimbulkan kejadian itu. 
 
Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, 
begitu pula dengan kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu. 
Suatu kejadian tidak dapat dilarang apabila yang menimbulkan 
kejadian tersebut bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana 
                                                          
14  Adami Chazawi, Op. Cit., hlm. 67. 
15  Amir Ilyas, 2012, Asas Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & 
PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19. 
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apabila suatu kejadian bukan ditimbulkan olehnya. Oleh karena itu, 
istilah perbuatan digunakan sebagai suatu pengertian abstrak yang 
menunjuk kepada dua keadaan konkret. Pertama, adanya kejadian 
yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang 
menimbulkan kejadian itu. 
Van Hamel merumuskan strafbaar feit sebagai kelakuan orang 
(menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat 
melawan hukum, yang patut dipidana (strafwardig) dan dilakukan 
dengan kesalahan. Sedangkan Simons mengemukakan strafbaar feit 
adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang 
bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan 
yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 
Pengertian strafbaar feit yang dikemukakan oleh Van Hamel lebih 
menekankan pada suatu perbuatan yang merupakan  kesalahan dan 
patut dipidana. Sementara Simons menjabarkan strafbaar feit secara 
lebih luas dengan menekankan tidak hanya adanya kesalahan, namun 
turut pula kata bertanggung jawab. 
Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana 
memberikan definisi mengenai delik, yakni “Delik adalah suatu perbuatan 
20 
atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang (pidana)”.16 
E. Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” karena yang 
ditinjau adalah peristiwa (feit) dari sudut hukum pidana. Adapun 
Tirtaadmijaja menggunakan istilah “pelanggaran pidana”  untuk kata 
delik.17 
Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan 
pidana, maupun peristiwa pidana dan sebagainya itu adalah untuk 
mengalihkan bahasa dari istilah straafbaarfeit dimaksudkan untuk 
mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena kalangan ahli 
hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, 
ataukah sekedar mengalihkan bahasanya.18 
3. Pengertian Umum Tentang Euthanasia 
Istilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani, dari akar kata “eu” 
yang artinya baik, tanpa penderitaan, dan “tanathos” yang artinya mati. 
Jadi euthanasia artinya mati dengan baik, atau mati dengan tanpa 
penderitaan atau mati cepat tanpa derita.19 Pengertian Euthanasia 
menurut Richard Lamerton adalah pembunuhan atas dasar belas 
                                                          
16 Ibid., hlm. 19. 
17 Leden Marpaung, 2009,  Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm. 7. 
18  Amir Ilyas, Op.Cit., hlm. 26-27. 
19 Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, PT. Rineka Cipta, 
Jakarta, hlm. 144. 
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kasihan (mercy killing). Bahkan kemudian diartikan juga sebagai 
perbuatan membiarkan seseorang mati dengan sendirinya (mercy 
dead), atau tanpa berbuat apa-apa membiarkan orang mati.20 
Pengertian euthanasia oleh John Suryadi dan S. Koencoro 
dikemukakan sebagai obat untuk mati dengan tenang. Sementara 
menurut dr. med. Ahmad Ramli dan K. St. Pamuncak, euthanasia 
adalah mati suci derita.21 
J.E. Sahetapy memberikan pengertian euthanasia yang 
disampaikan dalm suatu seminar yang diselenggerakan oleh Fakultas 
Hukum Universitas Atmajaya Jogjakarta, yaitu : 
Bilamana dokter menghilangkan nyawa (mematikan) si 
penderita atau pasien atas permintaan yang bersangkutan yang 
menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan (secara 
medis) atau yang merasa sakit secara fisik akibat penyakit yang 
dideritanya (tak dapat disembuhkan secara medis).22 
 
Euthanasia dalam Kamus Kedokteran (karangan Dr. Med Ahmad 
Ramali) dimuat artinya antara lain :  “mati suci, derita, usaha dokter 
untuk meringankan penderitaan sakratulmaut, agonia.” (agonia berarti 
sekarat).23 
                                                          
20 Adami Chazawi, 2007, Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum, 
Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 124. 
21 Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit., hlm. 11. 
22 Rizal Junaidi Kotta, 2013, “Euthanasia Politik Hukum Pidana Indonesia”, Disertasi, 
Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 75. 
23Leden Marpaung, 2005, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh 
(Pemberantasan dan Prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45-46. 
22 
Euthanasia didefinisikan oleh Euthanasia Study Group dari KNMG 
(Ikatan Dokter Belanda) sebagai berikut : “Euthanasia adalah dengan 
sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang 
pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup 
atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan ini dilakukan untuk 
kepentingan pasien sendiri.”24 
Definisi euthanasia yang dikemukakan di atas sedikitnya mencakup 
tiga kemungkinan : 
a. Memperbolehkan (membiarkan) seseorang mati. 
b. Kematian karena belas kasihan. 
c. Mencabut nyawa seseorang karena belas kasihan. 
  Menurut kode etik kedokteran Indonesia, kata euthanasia 
dipergunakan dalam tiga arti : 
a. Berpindahnya ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa 
penderitaan, buat yang beriman dengan menyebut nama Allah di 
bibir. 
b. Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan 
memberinya obat penenang. 
c. Mengakhiri penderitaan dan hidup seorang sakit dengan sengaja 
atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya. 
                                                          
24 M. Jusuf Hanafiah, Op. Cit., hlm. 118. 
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Unsur-unsur euthanasia adalah sebagai berikut : 
a. Berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu; 
b. Mengakhiri hidup, mempercepat kematian, atau tidak 
memperpanjang hidup pasien. 
c. Pasien menderita suatu penyakit yang sulit untuk disembuhkan 
kembali; 
d. Atas atau tanpa permintaan pasien atau keluarganya; 
e. Demi kepentingan pasien dan keluarganya. 
4. Pengertian Pembunuhan 
 Pembunuhan berasal dari kata “bunuh” atau “membunuh” yang 
berarti : (1) mematikan: menghilangkan (menghabisi; mencabut 
nyawa), (2) menghapus (tulisan), (3) memadamkan (api dan 
sebagainya), (4) menutup (bocor, pancuran dan sebagainya).25 Selain 
itu, kata bunuh juga dapat berarti bunuh diri, mematikan diri sendiri, 
dan mematikan.26 
 Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan 
merupakan upaya menghilangkan nyawa manusia yang dapat 
dilakukan oleh orang lain, maupun upaya menghilangkan nyawa 
melalui diri sendiri (bunuh diri).  
                                                          
25 Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit., hlm. 29. 
26 Dwi Adi K, 2001, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Fajar Mulya, Surabaya, hlm.  
92. 
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 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan 
dapat ditemukan pada Bab XIX mengenai kejahatan terhadap jiwa 
orang. Pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai 
perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan 
kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya.27 
 Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana telah disebut sebagai suatu pembunuhan. 
Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus 
melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat 
dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari 
pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang 
lain tersebut.28 
 Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materiil atau 
suatu materiel delict  ataupun yang oleh Van Hamel disebut sebagai 
suatu delict met materiele omschrijving yang artinya delik yang 
dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap 
sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya 
akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang 
sebagaimana dimaksud di atas.29 
                                                          
27R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm. 240. 
28 Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap 
Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.  1. 
29  Ibid., hlm. 1-2. 
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B. Bentuk-Bentuk Euthanasia 
  Euthanasia dapat ditinjau dari beberapa sudut. Dilihat dari cara 
pelaksanaannya , euthanasia dibagi menjadi30 : 
1. Euthanasia pasif : dimana dokter atau tenaga kesehatan lain 
secara sengaja tidak (lagi) memberikan bantuan medis  kepada 
pasien yang dapat memperpanjang hidupnya (dengan catatan 
bahwa perawatan pasien diberikan terus-menerus secara 
optimal dalam usaha untuk mendamipingi/-membantu pasien 
dalam fase hidup yang terakhir ini). Euthanasia pasif atas 
permintaan dapat dinamakan Auto Euthanasia. Auto euthanasia 
adalah dimana seorang pasien menolak tegas dengan sadar 
untuk menerima perawatan medis dan ia mengetahui bahwa hal 
ini akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Dari 
penolakan tersebut ia membuat sebuah “codicil” (codicil : 
pernyataan tertulis tangan). 
Euthanasia pasif banyak dilakukan di Indonesia, atas 
permintaan keluarga setelah mendapat penyampaian dokter 
bahwa pasien yang bersangkutan sudah sangat tidak mungkin 
disembuhkan. Keluarga biasanya akan meminta pasien untuk 
dipulangkan ke rumahnya atau jika penyakitnya sudah sangat 
                                                          
30 Fred Ameln, 1991, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, PT. Grafikatama Jaya, 
Jakarta, hlm. 132. 
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parah dan pasien telah menggunakan alat-alat medis untuk 
menunjang kehidupannya, keluarga akan meminta kepada 
dokter untuk mencabut alat-alat tersebut agar pasien tersebut 
dapat meninggal dengan tenang. 
2. Euthanasia aktif terdiri dari : 
a) Euthanasia aktif langsung (direct) : tindakan medis secara 
terarah yang diperhitungkan akan mengakhiri hidup pasien, 
atau memperpendek hidup pasien. Jenis euthanasia ini 
dikenal juga sebagai mercy killing. 
b) Euthanasia aktif tidak langsung (indirect) : tindakan medis 
yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan untuk 
meringankan penderitaan pasien, namun mengetahui 
adanya risiko tersebut dapat memperpendek atau 
mengakhiri hidup pasien. 
Ditinjau dari permintaan, euthanasia dibedakan atas : 
1. Euthanasia volunteer atau sukarela (atas permintaan pasien) 
: euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien secara 
sadar dan diminta berulang-ulang. 
2. Euthanasia involunter (tidak atas permintaan pasien) : 
euthanasia yang dilakukan pada pasien yang (sudah) tidak 
sadar, dan biasanya diminta oleh keluarga pasien. 
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Kedua jenis euthanasia di atas dapat digabung, misalnya euthanasia 
pasif volunteer, euthanasia aktif involunter, euthanasia langsung 
involunter, dan sebagainya. 
Pelaksanaan euthanasia yang dilihat dari sudut lain terdiri dari 4 
(empat) kategori, yaitu : 
1. Tidak ada bantuan dalam proses kematian tanpa maksud 
memperpendek hidup pasien. 
2. Ada bantuan dalam proses kematian tanpa maksud 
memperpendek hidup pasien. 
3. Tidak ada bantuan dalam proses kematian dengan tujuan 
memperpendek hidup pasien. 
4. Ada bantuan dalam proses kematian dengan tujuan 
memperpendek hidup pasien. 
  Selain beberapa bentuk euthanasia yang telah disebutkan di atas, 
menurut dr. Rully Roesli terdapat pula jenis atau bentuk euthanasia lain 
yaitu euthanasia “sikon”, yakni suatu bentuk euthanasia yang dilakukan 
karena situasi dan kondisi ekonomi. Apabila seorang pasien masih ingin 
dan besar harapannya untuk hidup, dan dokter masih mampu untuk 
mengupayakan pengobatan, tetapi berhubung kondisi ekonomi dan 
keuangan pasien yang tidak mampu membiayai pengobatannya, maka 
upaya pengobatan tersebut terpaksa dihentikan. Akibatnya mungkin si 
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pasien meninggal. Gambaran semacam inilah yang disebut dengan 
“euthanasia sikon”.31 
Menurut Herkutanto, Ketua Komite Perundang-undangan Ikatan Dokter 
Indonesia (IDI) menjelaskan bahwa spesifikasi euthanasia harus jelas, dan 
hanya dapat dilakukan dengan alasan biomedis. Alasan sosial seperti 
yang berkembang di masyarakat untuk melegalkan euthanasia dianggap 
bukanlah hal yang benar. Sebab, perbuatan yang dianggap meringankan 
penderitaan pasien di satu sisi, tidak dapat dilakukan apabila pasien yang 
bersangkutan masih memiliki harapan hidup secara medis.32 
C. Pandangan Agama Terhadap Euthanasia 
1. Pandangan Agama Islam Terhadap Euthanasia 
 Salah satu tujuan disyariatkannya agama Islam adalah untuk 
memelihara jiwa manusia. Dalam rangka memelihara jiwa , manusia 
diperintahkan melakukan upaya-upaya guna mempertahankan 
hidupnya. Disyariatkannya hukuman qishash dan diat bagi pelaku 
tindak pidana pembunuhan, juga dalam rangka menegakkan 
kehidupan. Sebaliknya perbuatan-perbuatan yang akan merusak 
kehidupan manusia seperti pembunuhan, dilarang untuk dilakukan dan 
diwajibkan bagi manusia untuk menolaknya. 
                                                          
31 Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit., hlm. 21. 
32 http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol11197/meski-tidak-secara-tegas-diatur-
ieuthanasiai-tetap-melanggar-kuhp, diakses pada tanggal 08 Oktober 2016 pukul 16.45 Wita. 
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 Dalam Kitab Suci Al-Qur’an, banyak sekali ayat-ayat yang melarang 
pembunuhan, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri dengan 
alasan apapun. Seperti Firman-Firman Allah yang terdapat dalam : 
a. Surat An-Nisa’ ayat 29 : 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu. 
 
b. Surat An-Nisa’ ayat 92 : 
Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang 
lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh 
seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang 
hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan 
kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga 
terbunuh) bersedekah. 
 
c. Surat Al-Isra’ ayat 33 : 
Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan 
barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah 
member kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu 
melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang 
mendapat pertolongan. 
 
d.  Surat Al An’am ayat 151 :  
Katakanlah! Marilah kubacakan apa-apa yang telah diharamkan Tuhan 
kepadamu, yakni: Janganlah kamu mempersekutukan dia dengan 
sesuatu pun, berbaktilah kepada orang tuamu. Dan janganlah kamu 
membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang 
memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka juga. Janganlah kamu 
mendekati perbuatan keji yang bunuh jiwa yang diharamkan Allah 
membunuhnya, kecuali sebab-sebab yang dibenarkan terang ataupun 
sembunyi. Dan janganlah kamu bunuh jiwa yang diharamkan Allah 
membunuhnya, kecuali karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh 
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syari’at. Begitulah yang diperintahkan Tuhan kepadamu supaya kamu 
memikirkannya. 
 
Selain ayat-ayat dari Kitab Suci Al-Qur’an di atas, terdapat pula 
hadis-hadis Nabi yang melarang untuk melakukan pembunuhan, 
diantaranya : 
a. Hadis Aisyah r.a, dari Rasulullah Saw. Beliau bersabda : tidak 
halal membunuh seorang muslim kecuali karena salah satu dari 
tiga perkara : (1) pezina muhshan (sudah berkeluarga) maka ia 
harus dirajam (2) seseorang yang membunuh seorang muslim 
dengan sengaja, maka ia harus dibunuh, dan (3) orang yang 
keluar dari Islam, kemudian ia memerangi Allah dan Rasulnya, 
maka ia harus dibunuh, atau disalib, atau diasingkan dari 
tempatnya. (HR. Abu Dawud dan Nasai). 
 
b. Hadis Abdullah ibnu ‘Umar, dari Nabi Saw. Beliau bersabda : 
barangsiapa yang membunuh kafir mu’ahad (musta’man) maka 
ia tidak akan mencium bau wanginya surga, dan sesungguhnya 
angin surga itu jauhnya empat puluh tahun perjalanan. (HR. 
Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibn Majah). 
 
c. Hadis Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah Saw bersabda : 
Barangsiapa yang menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung 
(bukit) sehingga ia membunuh dirinya sendiri dengan cara itu, 
maka tempatnya di neraka Jahannam, ia masuk ke dalamnya 
dan kekal selama-lamanya. Barangsiapa yang meminum racun, 
sehingga ia membunuh dirinya sendiri, maka racun itu dipegang 
di tanggannya, ia meminumnya di neraka Jahannam dan ia 
kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan barangsiapa 
membunuh dirinya sendiri dengan benda tajam, maka benda 
tajam itu dipegang di tangannya dan dipukulkannya pada dirinya 
di neraka Jahannam, ia kekal di dalamnya untuk selama-
lamanya. (HR. Bukhari dan Muslim). 
Dari ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis di atas, melakukan 
pembunuhan terhadap orang lain maupun diri sendiri sangat dilarang, 
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karena hanya Allah yang berhak untuk mencabut nyawa seseorang. 
Apabila alasan yang digunakan untuk mencabut nyawa seseorang 
hanya berdasar belas kasihan (mercy killing) atas penyakit yang parah 
dan tidak kunjung sembuh, hal tersebut tidak menghapuskan dosa atas 
pembunuhan seorang manusia. Maupun seseorang yang membunuh 
dirinya sendiri dengan alasan bahwa sudah tidak tahan lagi dengan 
penyakit yang dideritanya dan ingin meringankan beban ekonomi 
keluarga, hal tersebut juga tidak diperbolehkan. 
Masalah euthanasia masih berhubungan erat dengan pembunuhan, 
karena terdapat nyawa manusia yang diambil oleh manusia yang lain, 
bukan oleh Allah yang berhak mengambil nyawa seseorang. Terdapat 
beberapa definisi euthanasia  yang dikemukakan oleh sarjana-sarjana 
hukum Islam, seperti Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih PP 
Muhammadiyah, yang secara bahasa menggunakan istlah kata 
euthanasia dengan kata al-maul ar-rahim atau qatl ar-rahun. Syamsul 
Anwar mendefinisikan euthanasia sebagai “menghentikan kehidupan 
seseorang tanpa rasa sakit dengan tujuan terhentinya penderitaan 
badaniyah yang berat, seperti cara pengobatan orang-orang sakit yang 
tidak lagi diharap kesembuhannya. 
Sementara itu, Yusuf Qardhawi menggunakan istilah kata qatl ar-
rahmah atau taisir al-maut untuk menyebut euthanasia, yaitu “tindakan 
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memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasa 
sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si 
sakit, baik dengan cara positif maupun negatif. 
Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, euthanasia didefinisikan sebagai 
“tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan seseorang yang 
menderita penyakit yang tidak mempunyai harapan sembuh, agar ia 
terbebaskan dari kesengsaraan yang diderita.33 
Pelaksanaan euthanasia dilarang dalam Islam. Alasan yang 
melarang pelaksanaan euthanasia aktif adalah adanya larangan untuk 
meminta mati, larangan tersebut tercantum dalam hadis : 
Dari Anas r.a. bahwa Nabi Saw. Bersabda : Janganlah kamu 
mengharapkan kematian karena suatu penyakit atau bahaya 
yang menimpamu. Apabila keinginan mati tersebut demikian 
kuatnya, maka ucapkanlah : Ya Allah, hidupkanlah aku selama 
hidup itu baik bagiku. Dan matikanlah aku apabila mati lebih 
baik bagiku. 
 
Larangan untuk meminta ataupun mengharapkan kematian 
mencakup pula larangan untuk memberi bantuan kepada orang lain 
guna mempercepat kematiannya. Ini berarti bahwa euthanasia aktif 
jelas dilarang oleh Islam.  
Tindakan menghilangkan jiwa hanya diberikan kepada lembaga 
peradilan (pemerintahan Islam) sesuai dengan aturan pidana Islam. 
                                                          
33 Rizal Junaidi Kotta, Op. Cit.,  hlm. 149. 
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Dalam hal ini pembunuhan dilakukan dalam rangka memelihara dan 
melindungi jiwa manusia secara keseluruhan. Hal ini sebagaimana 
tergambar dalam Firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah ayat 179, yang 
artinya : “Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagi mu, wahai 
orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa”. 
Menurut Syamsul Anwar, dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para 
fuqaha atas keharaman euthanasia adalah : 
1. Tujuan Syariat (mawasid asy-syari’ah) 
Yakni adanya nash-nash syari’at yang saling menguatkan terhadap 
adanya kewajiban untuk mewujudkan terciptanya kemaslahatan 
umat. Dalam hal ini, para fuqaha  sepakat bahwa terdapat lima hal 
yang merupakan kemaslahatan pokok (al-masalih ad-daruriyyaf), 
yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. 
Dalam perspektif syari’at (hukum Islam), kehidupan adalah sesuatu 
yang wajib dijaga, berdasarkan atas eksistensinya yang telah 
ditetapkan sebagai sesuatu yang wajib dihormati sampai akhir 
kehidupan. Adapun euthanasia (al-maut ar-rahim), adalah 
bertentangan dengan prinsip kesucian hidup dan kemaslahatan 
memelihara jiwa (hifz an-nafs) tersebut. 
2. Adanya nash yang menunjukkan secara jelas dan tegas pada 
keharaman perbuatan mempercepat kematian seseorang dengan 
alasan rasa sakit yang tak tertahankan. Di antara nash yang 
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menunjukkan keharaman euthanasia tersebut adalah sabda 
Rasulullah SAW.34 
2. Pandangan Agama Kristen Protestan Terhadap Euthanasia 
Pandangan agama Kristen Protestan dalam kaitannya dengan 
euthanasia, pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan agama 
lainnya. Agama Kristen Protestan meyakini bahwa hanya Allah sebagai 
pemilik kehidupan yang menentukan tujuan hidup manusia. 
Diakuinya bahwa hak asasi merupakan puncak dari segala hal yang 
dikenal manusia karena langsung menyangkut diri dan kehidupan 
sendiri, seperti hak hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak 
untuk menyatakan pendapat dan lain sebagainya. Dalam kaitannya 
dengan hak asasi, maka permintaan untuk dibunuh adalah hak yang 
mengenai kepentingan diri sendiri, maka dianggap merupakan hak 
asasi meminta harus dikabulkan. Hak asasi harus dilaksanakan dalam 
keterkaitan kepada firman Tuhan. Apabila hak asasi itu dipakai untuk 
memohon pembunuhan diri sendiri, maka itu bertentangan dengan 
firman Tuhan yang melarang membunuh orang lain atau diri sendiri.35 
Salah satu contoh kasus dalam Perjanjian Lama yang hampir 
menjadi kasus euthanasia adalah kasus Raja Saul yang meminta 
kepada pembawa senjatanya untuk menikamnya. Tetapi pembawa 
                                                          
34  Ibid, hlm. 165. 
35  Ibid, hlm. 166. 
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senjata tidak mau, karena segan. Kemudian Saul mengambil pedang 
itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya (Samuel 31:4). Raja Saul 
berada pada ambang keputus-asaan dan merasa sudah tidak ada jalan 
keluar selain mengakhiri penderitaannya. Euthanasia diminta atau 
dilakukan karena alasan tidak tahan menderita, baik karena penyakit 
(rasa sakit) maupun oleh penghinaan di medan perang (rasa malu). 
Kasus Saul mirip dengan kasus Abimelekh (Hakim 9:54); takut disiksa 
dan dipermalukan adalah alasan melakukan euthanasia. 
Dalam 10 hukum Musa (Kel. 20:13), hukum keenam melarang 
manusia membunuh, baik membunuh orang lain maupun bunuh diri. 
Mengapa manusia dilarang untuk membunuh atau bunuh diri: 
a. Karena manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah (Kej. 
1:26). Manusia berbeda dengan binatang atau ciptaan yang lain. 
Nilai hidup manusia terletak pada eksistensinya sebagai ciptaan 
Allah yang paling mulia dan bernilai. 
b. Tubuh kita adalah bait Allah yang kudus tidak seorang pun 
dapat membinasakannya (Ulangan, I Kor: 3: 16-17). 
c. Yang memberi hidup dan berhak mengambil hidup hanyalah 
Allah (UI. 32-39; Mazmur 104:29-30; Ayub 1:21). 
Hak hidup dan mati adalah sesuatu yang absolute berada di 
tangan kekuasaan Tuhan, bukan manusia. Apapun alasannya 
manusia tidak berhak mencabut nyawanya sendiri atau 
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menolong orang lain untuk bunuh diri atau mencabut nyawa 
orang lain. 
d. Hidup manusia sangat berharga dihadapan Allah (Mazmur, 8-5-
8,139,1,13,16). 
Alkitab tidak secara eksplisit membicarakan mengenai euthanasia, 
namun ketika penderitaan menjadi justifikasi dari euthanasia, maka 
jelas sangat bertentangan dengan iman Kristen. Alkitab menjelaskan 
baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru bahwa 
penderitaan adalah bagian yang harus dialami oleh manusia yang telah 
jatuh dalam dosa (Kej.317-19; Roma 2:9: Roma 5:3). 
Menurut F.H. Sianipar, jika dipandang dari sudut ‘kemanusiaan’, 
euthanasia tampaknya merupakan perbuatan yang patut dipuji. Bagi 
yang pro euthanasia selalu mengajukan alasan-alasan kemanusiaan, 
yaitu menolong sesama manusia mengakhiri kesengsaraan, dianggap 
sebagai satu bentuk kasih. Dengan demikian tindakan euthanasia 
dianggap suatu jasa dalam meneguhkan arti dari dan meniadakan 
unsur-unsur yang menghapus arti hidup (kesengsaraan). Namun 
walaupun kasih itu selalu ingin turut membantu sesama bahagia, F.H. 
Sianipar mengatakan bahwa : 
Kasih itu sifatnya terbatas. Kasih itu tidak selalu harus spontan, 
apabila pertolongan yang diminta melanggar norma-norma 
tertentu. Dalam hal ini kasih dipertimbangkan dan menolaknya. 
Kasih keagamaan tidak buta. Menolong manusia melalui 
perbuatan yang melanggar norma agama, bukan kasih 
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melainkan sentimentalis yang buta. Menolong manusia keluar 
dari penderitaan dengan cara mencabut nyawanya bukan kasih 
yang menolong. Perbuatan seperti itu tidak dapat dimasukkan 
kedalam tipe-tipe kasih yang diajarkan agama Kristen. 
 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa euthanasia 
dalam ajaran agama Kristen Protestan tidak dibenarkan. Alkitab 
menyatakan bahwa yang berdaulat atas hidup manusia adalah Tuhan. 
Manusia dilarang untuk membunuh (Kel. 20:13), yang berhak untuk 
mematikan dan menghidupkan ada ditangan Tuhan (UI. 32:39). Maka 
hanya Allah sajalah yang berhak mengambil kehidupan dari manusia.36 
3. Pandangan Agama Khatolik Terhadap Euthanasia 
Gereja Khatolik seperti yang dijelaskan dalam “Declaration de 
euthanasia” yang dikeluarkan di Vatikan tanggal 5 Mei 1980, 
menyatakan bahwa : 
a. Tak pernah dibenarkan “euthanasia directa” bagi orang yang 
tidak berada dalam proses meninggal tapi karena hidupnya 
dianggap tidak bernilai/tidak berguna seperti orang cacat fisik 
dan mental, orang jompo dan lain-lain; 
b. Juga tidak dapat dibenarkan euthanasia directa terhadap orang 
yang berada dalam proses meninggal. Kematian pasien tak bisa 
dijadikan tujuan suatu tindakan; 
                                                          
36 Ibid, hlm. 173.  
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c. Dapat diterima euthanasia “indirecta active” dalam arti yang 
dikehendaki ialah pengurangan penderitaan tapi tindakan itu 
membawa efek sampingan perpendekan hidup; 
d. Dapat dibenarkan euthanasia “indirecta pasif” dalam arti 
terhadap seseorang yang dalam proses meninggal, tidak diberi 
terapi istimewa atau menghentikan terapi istimewa dan 
membiarkan pasien mati secara wajar.  
Paus Plus XII dalam amanatnya tanggal 24 Februari 1957, kepada 
dokter dan ahli anestesi mengatakan setiap bentuk euthanasia direk, 
yakni pemberian narkotika untuk mendatangkan atau mempercepat 
kematian tidaklah halal. 
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa agama Khatolik tidak 
memperkenankan pelaksanaan euthanasia aktif apapun alasannya, 
sebaliknya pelaksanaan euthanasia pasif dapat dibenarkan dengan 
catatan pasien memang sudah dalam kondisi yang kritis dan diambang 
kematian sehingga euthanasia dilakukan hanya untuk mengurangi 
penderitaannya untuk menuju kea lam baka. 
4. Pandangan Agama Hindu Terhadap Euthanasia 
Menurut agama Hindu, manusia terdiri dari dua aspek, yaitu aspek 
putusa/atma (jiwa) yang bersifat langgeng dan aspek pradana (badan) 
yang mempunyai sifat berubah-ubah. Aspek pradana terdiri dari tiga 
lapis, yaitu badan kasar (sthula sarira), badan halus ( sukma sarira) 
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dan badan penyebab hidup (anta karana sarira). Berfungsinya badan 
karena mendapat pancaran sinar Atma, sehingga dapat melakukan 
sesuatu guna pelaksanaan karma yang baik. Dengan demikian 
manusia akan mengalami kematian, jika atma/jiwa tidak lagi 
membiaskan sinarnya kepada badan/tubuhnya. Jika badan sudah tidak 
berfungsi lagi, maka asma meninggalkan badan dan berpindah ke 
badan lain atau melayang kembali ke asalnya. Atma yang merupakan 
inti kehidupan, tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat kekal. 
Dikaitkan dengan masalah euthanasia yang dilakukan dokter 
terhadap pasien, I Nengah Dana menulis : 
Tujuan bantuan medis terhadap pasien adalah untuk 
penyembuhan, tetapi apabila kemungkinan untuk sembuh tidak 
ada lagi, maka bantuan ditujukan agar pasien tidak mengalami 
rasa tersiksa menjelang ajal sehingga diharapkan arwahnya 
dapat kembali ke asalnya dengan tenang. Hal ini dikaitkan 
dengan tujuan hidup menurut agama Hindu yaitu kesejahteraan 
serta kedamaian abadi di Niskala (Moksa). Juga dikaitkan 
dengan hakikat kelahiran manusia di dunia ini yang disebut 
“Sasmara” mengandung hakikat penderitaan yang disebabkan 
oleh “Awidhya” (kegelapan, kebodohan) dan karma manusia 
sebelumnya.37 
 
Menurut ajaran agama Hindu, Tuhan berada di dalam badan setiap 
insan. Barang siapa membunuh dirinya sendiri atau pun menyuruh 
orang lain untuk melakukannya, sama artinya dengan membunuh 
Tuhan. Dengan kata lain, tindakan euthanasia aktif tidak diperbolehkan 
karena menghilangkan eksistensi manusia di dunia.  
                                                          
37  Ibid, hlm. 120. 
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5. Pandangan Agama Budha Terhadap Euthanasia 
Salah satu kitab Tripitaka (Culakammavibhanga Sutta, Majjhima 
Nikaya), menyatakan bahwa Sang Budha menerangkan bahwa 
seseorang yang mengalami hidup berpenyakitan adalah sebagai buah 
dari perbuatannya di masa silam yang menyiksa makhluk-makhluk 
hidup. Dengan demikian segala penyakit yang dialami seseorang, 
haruslah ia jalani. Apabila seorang dokter dengan alasan demi untuk 
meringankan penderitaan si pasien, ataupun dengan alasan-alasan 
lainnya melakukan euthanasia, maka sang dokter itulah yang akan 
menanggung karma buruk yang semestinya dijalani oleh si pasien 
tersebut.38 
Agama Budha mengenal lima prinsip dasar atau sering disebut 
sebagai Pancasila Budhis yang salah satunya melarang untuk 
melakukan pembunuhan terhadap semua makhluk hidup.39 Oleh 
karena itu, perbuatan untuk menghilangkan nyawa dalam bentuk 
apapun termasuk euthanasia tidak diperkenankan dalam ajaran agama 
Budha. Meskipun alasan si pasien meminta euthanasia untuk 
diringankan penyakitnya, hal tersebut tidak boleh dilakukan karena 
penyakit yang diderita pasien merupakan karma yang harus diterima 
olehnya akibat perbuatannya di masa lalu. 
                                                          
38  Ibid, hlm. 122. 
39  Tim Imparsial, 2010, Menggugat Hukuman Mati di Indonesia, Imparsial, Jakarta, 
hlm. 109. 
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D. Pandangan HAM Terhadap Euthanasia 
Hak Asasi Manusia tidak mencantumkan dengan jelas mengenai 
adanya hak seseorang untuk mati. Namun sepintas, apabila Hak Asasi 
Manusia dalam hal ini hak untuk hidup selalu ditegakkan, mengapa tidak 
demikian halnya dengan hak untuk mati. Hal tersebut selalu menjadi 
perdebatan yang tidak kunjung usai. Seperti halnya upaya warga negara 
Inggris, Jane Nicklinson yang mengajukan permohonan agar Pengadilan 
HAM Eropa menjadikan perbuatan dokter yang membantu untuk mati 
bukan merupakan suatu pembunuhan. Pengadilan HAM Eropa menolak 
permohonan tersebut dengan menyatakan bahwa yang berhak 
memutuskan mengenai hal tersebut adalah parlemen Inggris. Jane 
Nicklinson berpendapat bahwa pengadilan Inggris tidak sesuai dengan 
Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia yang memberi hak untuk 
menghargai kehidupan pribadi dan keluarga. Di sisi lain, hakim Pengadilan 
HAM Eropa menyatakan bahwa argumen yang diutarakan Jane tidak 
berdasar dan tidak bisa diterima. 
Negara Indonesia sendiri tidak mengakui hak untuk mati. Karena hal 
tersebut bertentangan  dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I 
yang menyatakan hak untuk hidup merupakan salah satu Hak Asasi 




E. Pengertian Tindak Pidana Terhadap Nyawa 
Kejahatan terhadap nyawa adalah penyerangan terhadap nyawa orang 
lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan merupakan objek kejahatan 
ini adalah nyawa (leven) manusia.  
F. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terhadap Nyawa 
Tindak Pidana Terhadap Nyawa yang tercantum dalam Buku ke-II Bab 
ke-XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari tiga 
belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 dengan uraian 
sebagai berikut40 :  
1. Tindak pidana pembunuhan yang berupa kesengajaan untuk 
menghilangkan nyawa orang lain namun tidak direncanakan 
terlebih dahulu (doodslag) diatur Pasal 338 KUHP.  
2. Tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh 
tindak pidana lain pada Pasal 339 KUHP. Apabila pembunuhan 
yang didahului, disertai dan diikuti dengan peristiwa pidana lain dan 
lain sebagainya itu berupa pembunuhan yang direncanakan lebih 
dahulu (moord), maka tetap dikenakan Pasal 340 KUHP dalam 
bentuk gabungan (samenloop). 
3. Tindak pidana pembunuhan berencana (moord) dalam Pasal 340 
KUHP, merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja 
                                                          
40 Lamintang dan Theo Lamintang, Op. Cit., hlm. 11-13. 
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untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan 
terlebih dahulu. 
4. Tindak pidana pembunuhan yang berupa kesengajaan 
menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh 
ibunya sendiri, namun tidak direncanakan terlebih dahulu 
(kinderdoodslag) diatur dalam Pasal 341 KUHP. 
5. Tindak pidana pembunuhan yang berupa kesengajaan 
menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh 
ibunya sendiri, namun dengan perencanaan terlebih dahulu 
(kindermoord) diatur dalam Pasal 342 KUHP. 
6. Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban yang bersifat 
tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diatur dalam 
Pasal 344 KUHP. 
7. Tindak pidana yang berupa penghasutan, menolong, maupun 
memberikan benda-benda yang dapat membunuh diri seseorang, 
diatur Pasal 345 KUHP. 
8. Tindak pidana berupa kesengajaan menggugurkan kandungan 
seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam 
kandungan meninggal dunia (afdrijving). Kesengajaan 
menggugurkan kandungan yang dilakukan orang atas permintaan 
wanita yang mengandung diatur dalam pasal 346 KUHP. Apabila 
kesengajaan untuk menggugurkan kandungan yang dilakukan oleh 
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orang tersebut tanpa memperoleh izin dari wanita yang 
mengandung, diatur dalam Pasal 347 KUHP. Selanjutnya 
kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang 
dengan mendapatkan izin lebih dahulu dari wanita yang 
mengandung, diatur dalam Pasal 348 KUHP. Kesengajaan 
menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya 
telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan atau seorang 















A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan relevan terkait 
penyelesaian penulisan skripsi ini, maka Penulis memilih Ruang Baca 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat 
Universitas Hasanuddin sebagai lokasi penelitian. Alasan pemilihan lokasi 
didasarkan pada kemudahan untuk mengakses data dan informasi yang 
relevan dengan judul dan permasalahan yang diangkat. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif yang artinya mempunyai autoritas (Peter Mahmud 
Marzuki, 2005). Seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang No.29 tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran, Undang – Undang No.36 tahun 2009 
tentang Kesehatan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan semua publikasi tentang 
hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter 
Mahmud Marzuki, 2005). Yang termasuk dalam bahan hukum 
sekunder adalah wawancara dan publikasi tentang hukum meliputi 
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buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, karya-karya ilmiah, dan artikel-
artikel terkait. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, teknik pengumpulan data terdiri dari 
studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan 
penggunaan daftar pertanyaan (kuisioner). Adapun teknik pengumpulan 
data yang sesuai dengan judul dan permasalahan yang diangkat adalah 
studi kepustakaan dan wawancara (interview). 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh selanjutnya akan dituangkan dengan 
menggunakan metode pendekatan normatif kualitatif, yakni dengan cara 
meneliti bahan pustaka, kemudian seluruh data yang diperoleh tersebut 
dikaji dan ditarik kesimpulannya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 
Dengan menggunakan metode tersebut dimaksudkan agar Penulis dapat 
menggambarkan keseluruhan data yang telah diperoleh dan menguraikan 
secara keseluruhan hasil studi literatur. Dari studi literatur tersebut 
dihubungkan dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang ada, 









A. Euthanasia Menurut Hukum Pidana Indonesia 
1. Euthanasia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Salah satu pedoman yang digunakan oleh aparat penegak hukum 
di Indonesia dalam menangani kasus-kasus pidana adalah Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, tepatnya 
dalam Bab XIX mengenai kejahatan terhadap jiwa orang telah 
mengklasifikasikan dan menetapkan tindakan-tindakan yang terlarang 
untuk dilakukan karena dapat mengancam keberlangsungan hidup 
seseorang. Negara sendiri telah mengatur bahwa setiap orang berhak 
untuk hidup, oleh karena itu segala bentuk tindakan yang patut diduga  
membahayakan jiwa seseorang dapat dikategorikan sebagai kejahatan 
terhadap nyawa. 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
menghilangkan jiwa orang lain dalam bentuk pelaksanaan euthanasia 
selalu menitikberatkan dokter sebagai pelaku utama, tanpa melihat 
apakah benar dokter yang menginginkan kematian pasiennya 
meskipun dengan alasan untuk menghilangkan penderitaan pasiennya 
atau bahkan keluarga pasien dan/atau pasien sendiri yang 
menginginkan agar kematiannya dipercepat dan dipermudah. Dan 
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menyebabkan dokter yang pada awalnya hanya ingin membantu 
meringankan beban pasien dan keluarganya menjadi si terhukum yang 
bersalah di hadapan hukum dan masyarakat. 
Tindakan euthanasia selalu menuai pro dan kontra, apalagi bila 
dilihat dari baik dari sisi agama, moral, etika, sosial, dan juga hukum. 
Di satu sisi, euthanasia dipandang sebagai jalan terakhir untuk 
menyelamatkan penderitaan fisik dan psikis pasien yang telah lama 
menderita penyakit sehingga dapat dengan mudah meninggalkan 
dunia, namun di sisi lain euthanasia dianggap sebagai tindakan yang 
tidak menghargai jiwa pasien karena dapat dengan mudah mengambil 
kehidupan seseorang dengan mengatasnamakan rasa belas kasihan. 
Secara yuridis formal, dalam hukum pidana positif di Indonesia 
hanya dikenal 2 bentuk euthanasia, yaitu euthanasia yang dilakukan 
atas permintaan pasien/korban itu sendiri dan euthanasia yang 
dilakukan dengan sengaja tidak melakukan pertolongan terhadap 
pasien/korban sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 344 
dan 304 KUHP.41 
Pasal 344 KUHP seringkali dikaitkan dengan tindakan euthanasia 
yang dilakukan oleh seorang dokter atau tenaga medis atas dasar 
                                                          
41Andika Priyanto, , 2013, “Euthanasia Ditinjau Dari Segi Medis dan Hukum Pidana di 
Indonesia”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar,  
hlm.78. 
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permintaan pasien yang bersangkutan. Sebagaimana bunyi Pasal 344 
KUHP :  
Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan 
orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan 
sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas 
tahun. 
Tindakan menghilangkan nyawa orang lain yang disebutkan dalam 
Pasal 344 KUHP tersebut memang tidak menyebutkan secara 
gamblang bahwa dokter dan/atau tenaga medis merupakan pihak yang 
bersalah dalam melakukan euthanasia. Namun menurut R. Soesilo, 
Pasal 344 KUHP tersebut memiliki keterkaitan dengan Pasal 35 ayat 
(1) bagian e yaitu : 
Hak sitersalah, yang boleh dicabut dengan keputusan hakim 
dalam hal yang ditentukan dalam kita undang-undang ini atau 
dalam undang-undang umum yang lain adalah : hak menjabat 
segala jabatan atau jabatan yang ditentukan. 
Dari Pasal 35 ayat (1) bagian e di atas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pelaku yang dapat dijerat menggunakan Pasal 344 KUHP 
adalah seseorang yang mempunyai jabatan dan mendapat 
kepercayaan untuk menghilangkan jiwa orang lain karena 
kemampuannya yang memungkinkan untuk melakukan hal demikian, 
dalam hal ini adalah dokter dan/atau tenaga medis. 
Dalam Pasal 304 KUHP dinyatakan : 
Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan 
seorang dalam keadaan sengsara,padahal menurut hukum yang 
berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi 
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kehidupan,perawatan atau pemeliharaan kepada orang 
itu,diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 
delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 
ratus rupiah.42 
 
Selanjutnya Pasal 306 ayat (2) menyatakan bahwa : “Kalau salah 
satu perbuatan ini menyebabkan orang lain mati, sitersalah dihukum 
penjara selama-lamanya tujuh tahun enam bulan. 
Berdasarkan bunyi Pasal 304 KUHP, dapat disimpulkan bahwa 
seseorang (dalam hal ini dokter)  yang menurut hukum yang berlaku 
baginya wajib memberi perawatan kepada orang lain (pasien) namun 
ia mengingkari kewajiban tersebut dengan sengaja tidak memberikan 
perawatan/pengobatan terhadap pasien sedangkan kondisi pasien 
harus ditolong dan membuat pasien menderita atas penyakitnya.  
Realisasi dalam bentuk peristiwa terkait dapat ditemukan dalam 
kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tindakan dokter dan/atau 
pihak rumah sakit yang sengaja menyuruh keluarga pasien untuk 
membawa pulang pasien yang tidak bisa memenuhi syarat 
administratif di rumah sakit seperti membayar biaya pengobatan atau 
menebus obat-obatan. Hal tersebut merupakan bentuk penelantaran 
terhadap pasien dan termasuk kategori tidak manusiawi, terlebih lagi 
saat ini sudah ada fasilitas yang dapat menunjang masyarakat untuk 
berobat dari pemerintah seperti BPJS dan Askes, yaitu dengan 
                                                          
42Moeljatno, 2005,  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 
hlm. 115. 
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menunjukkan kartu saat berobat di puskesmas atau rumah sakit umum 
maka pasien mendapatkan keringanan untuk membayar biaya 
pengobatan beserta obat-obatan atau bahkan digratiskan seluruh 
biayanya. Meskipun telah terdapat kartu BPJS dan Askes, seringkali 
pihak dokter ataupun rumah sakit masih tidak ingin melayani pasien 
dengan alasan terdapat biaya seperti penyediaan obat yang diluar 
tanggungan pemerintah, sehingga pasien harus mengeluarkan dana 
untuk membeli obat. 
Di sisi lain, terdapat kemungkinan bahwa dokter adalah pihak yang 
dengan sengaja tidak melakukan pengobatan terhadap pasien bukan 
karena masalah ketidakmampuan pasien untuk membayar biaya-biaya 
berobat, melainkan karena penyakit pasien yang dianggap telah 
memasuki tahap kronis dan kemungkinan untuk hidup sangatlah kecil, 
sehingga membuat pasien sengsara untuk dapat bertahan hidup. 
Apabila kejadiannya sudah seperti demikian, tentunya dokter terlebih 
dahulu dihadapkan kepada dilema, antara tetap menjunjung sumpah 
Hippokrates atau mengakhiri penderitaan pasien dengan melakukan 
tindakan euthanasia sekaligus mengakhiri pula penderitaan keluarga 
pasien yang selalu diterpa kecemasan menunggu anggota keluarganya 
untuk kembali sembuh.  
Meskipun demikian, menurut Pasal 51 huruf (b) Undang-Undang 
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan : 
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Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan Praktik kedokteran 
mempunyai kewajiban merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi 
lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik 
apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau 
pengobatan. 
 
Dari pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa apabila seorang dokter 
merasa tidak mampu lagi untuk mengobati penyakit pasien maka 
dokter tersebut wajib untuk menyarankan kepada pasien untuk 
melakukan pengobatan di dokter lain, hal tersebut dipandang lebih baik 
ketimbang dokter melakukan penelantaran atau melakukan euthanasia 
terhadap pasien. 
 
Secara konseptual, terdapat tiga bentuk euthanasia, yaitu : 
a. Voluntary euthanasia (euthanasia yang dilakukan atas 
permintaan pasien itu sendiri karena penyakitnya tidak dapat 
disembuhkan dan dia tidak sanggup menahan rasa sakit yang 
diakibatkannya); 
b. Non voluntary euthanasia (orang lain, bukan pasien, 
mengandaikan bahwa euthanasia adalah pilihan yang akan 
diambil oleh pasien yang berada dalam keadaan tidak sadar 
tersebut jika si pasien dapat menyatakan permintannya); 
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c. Involuntary euthanasia (merupakan pengakhiran kehidupan 
pada pasien tanpa persetujuannya).43 
Kasus Hasan Kesuma yang mengajukan permohonan kepada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar istrinya, Agian Isna Nauli 
disuntik mati akibat koma selama dua bulan termasuk dalam non 
voluntary euthanasia. Namun bertolak pada KUHP, kasus Agian Isna 
Nauli tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan euthanasia, 
melainkan pembunuhan biasa seperti yang terdapat dalam Pasal 338 
KUHP ataupun pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP. 
Jenis euthanasia yang menjadi pokok dari Pasal 344 KUHP adalah 
euthanasia atas dasar permintaan, yaitu euthanasia volunteer (atas 
permintaan pasien) yang dilakukan atas permintaan pasien secara 
sadar dan diminta berulang-ulang. Sungguh miris rasanya apabila 
permintaan untuk di euthanasia itu muncul atas dasar permintaan 
pasien sebab tidak mampu lagi menahan rasa sakitnya, karena tanpa 
disadari atau tidak oleh pasien, sesungguhnya hal tersebut juga 
merupakan permintaan yang termasuk egois, karena pasien hanya 
memikirkan solusi untuk menghindarkan dirinya dari rasa sakit tetapi 
menyebabkan orang lain (dokter) yang menanggung sanksi pidana 
akibat dari permintaan pasien tersebut. Meskipun dokter dalam 
                                                          
43Warsito Utomo, 2003, Hukum Pidana Yang Mengatur Tentang Euthanasia, Rechta, 
Depok, hlm. 175. 
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melakukan pembelaan pasti akan mengatakan bahwa bukan 
keinginannya untuk menghilangkan jiwa pasien. 
 Namun yang menjadi kesulitan dalam mengungkap dan menjerat 
pelaku euthanasia berdasarkan Pasal 344 KUHP adalah unsur 
permintaan menghilangkan jiwa yang disebutkan secara nyata, karena 
apabila permintaan yang disebutkan secara nyata tersebut hanya 
berupa permintaan lisan dan tidak ada orang  lain yang menyaksikan 
pernyebutan permintaan tersebut selain pasien dan dokter, maka tidak 
ada saksi ataupun bukti fisik yang dapat mendukung agar pelaku dapat 
dihukum dengan menggunakan Pasal 344 KUHP. Lain halnya apabila 
terdapat bukti fisik berupa surat pernyataan yang ditulis tangan sendiri 
oleh pasien yang menghendaki dirinya dieuthanasia atau terdapat 
orang lain di lokasi kejadian pada saat disebutkannya permintaan 
pasien.  
Selanjutnya unsur permintaan yang disebutkan secara sungguh-
sungguh. Sungguh-sungguh dapat dikategorikan sebagai niat yang 
memiliki sifat abstrak, dan dalam membuktikan apakah pasien benar-
benar memiliki niat untuk dieuthanasia dapat menemui kesulitan 
terlebih ketika si pasien telah meninggal dunia. Oleh karena itu pasti 
akan menyulitkan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut terdakwa. 
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Agar supaya unsur ini tidak disalahgunakannya, maka dalam 
menentukan benar tidaknya seseorang telah melakukan pembunuhan 
karena kasihan ini, unsur permintaan yang tegas (unitdrukkelijk), dan 
unsur sungguh (ernstig), harus dapat dibuktikan baik dengan adanya saksi 
atau pun oleh alat-alat bukti yang lainnya, sebagaimana disebutkan dalam 
Pasal 295 HIR sebagai berikut :  





Selain Pasal 344 KUHP dan 304 KUHP, terdapat pula pasal-pasal 
yang dapat dikaitkan dengan tindakan euthanasia, seperti Pasal 338 
KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 345 KUHP, Pasal 351 ayat (1) dan  (3), 
dan Pasal 359 KUHP. 
Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa : 
Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, 
dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-
lamanya lima belas tahun. 
  
 Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa : 
Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih 
dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena 
pembunuhan, direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau 
                                                          
44Andika Priyanto, Op. Cit., hlm. 83-84. 
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penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua 
puluh tahun. 
 
Pasal 345 KUHP menyatakan bahwa : 
Barangsiapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk 
membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau 
memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, maka jika orang itu 
jadi membunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan. 
 
Dari pasal-pasal diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa inti dari 
pasal-pasal tersebut adalah larangan untuk menghilangkan jiwa orang 
lain. Apabila diklasifikasikan, Pasal 338 KUHP membahas mengenai 
aturan umum untuk pasal terkait menghilangkan jiwa orang lain. 
Sedangkan Pasal 340 KUHP dan Pasal 345 KUHP terkait kepada 
aturan khusus dalam menghilangkan jiwa orang lain.  Yang membuat 
perbedaan antara kedua pasal tersebut adalah Pasal 340 KUHP 
adalah pembunuhan yang salah satu unsurnya adalah “direncanakan 
lebih dahulu”, dimana pelaku masih memiiki waktu untuk berpikir 
apakah tetap ingin melaksanakan niat membunuh atau tidak, namun 
pelaku pada akhirnya memutuskan untuk membunuh korbannya. Pasal 
340 KUHP disebut pula sebagai pasal pembunuhan berencana. 
Sedangkan Pasal 345 KUHP adalah pasal pembunuhan namun 
dengan cara pelaku terlebih dahulu menghasut, menolong, atau 
memberikan kemudahan kepada korban untuk melakukan bunuh diri. 
Misalnya seorang dokter mengatakan kepada pasiennya bahwa 
penyakitnya sudah tidak bisa lagi disembuhkan dan membuat pasien 
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merasa tidak mempunyai harapan lagi, sehingga membuat pasien ingin 
membunuh dirinya sendiri dengan merencanakan untuk meminum obat 
dengan dosis yang melebihi batas dan dokter membantu dengan 
memberikan obat yang dimaksud. Namun dokter tersebut dapat dijerat 
dengan Pasal 345 KUHP tersebut apabila terbukti bahwa ia menolong 
pasien untuk melakukan bunuh diri dan pasien tersebut benar-benar 
meninggal. R. Soesilo menyatakan bahwa orang yang bunuh diri tidak 
diancam hukuman, melainkan orang yang sengaja menghasut, 
menolong, dan sebagainya kepada orang lain untuk bunuh diri, apabila 
orang itu benar-benar bunuh diri dan meninggal. Jika korban tidak 
meninggal atau telah mencoba untuk bunuh diri tetapi tidak meninggal, 
maka orang yang menghasut atau melakukan tindakan sebagaimana 
dicantumkan dalam Pasal 345 KUHP itu tidak dapat dihukum.45 
 Selanjutnya Pasal 351 ayat (1) dan (3) KUHP yang menyatakan bahwa : 
Ayat (1) : Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara 
selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 4.500. 
Ayat (3) : Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia 
dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa : 
Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang 
dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan 
selama-lamanya satu tahun. 
                                                          
45R. Soesilo, Op. Cit, hlm. 243. 
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 Penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 
ayat (1) dan (3) terkait dengan yurisprudensi yang mengartikan bahwa 
penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak 
(penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Selain itu, sengaja merusak 
kesehatan orang juga masuk ke dalam penganiayaan.46 Oleh karena 
itu, tindakan euthanasia seperti dokter yang dengan sengaja 
memberikan metode pengobatan yang tidak sesuai prosedur atau 
meminta pasien untuk meminum obat-obatan yang melebihi dosis 
termasuk pula bentuk penganiayaan terhadap tubuh pasien.  
 Seperti yang tercantum dalam Pasal 356 ayat (3) KUHP 
berbunyi : 
Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 
dapat ditambah dengan sepertiganya : 
Ayat (3) : Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan 
yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang. 
 
Akan tetapi, R. Soesilo menyatakan bahwa luka berat atau mati 
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 351 KUHP harus 
merupakan akibat yang tidak disengaja oleh pelaku. Sehingga apabila 
penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan kematian, maka 
tindakan tersebut masuk dalam kategori pembunuhan.  
                                                          
46Ibid., hlm. 245. 
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Dalam Pasal 359 KUHP, salah satu unsurnya adalah akibat 
kesalahan yang dibuat oleh pelaku maka menyebabkan seseorang 
kehilangan jiwanya. Apabila ingin dikaitkan dengan dunia medis, maka 
hal tersebut dapat dimasukkan dalam kategori malpraktik dalam 
bidang kedokteran. 
2. Euthanasia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia  
Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 bagian 1 Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat 
hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang 
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, 
Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan 
harkat dan martabat manusia.  
Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia tidak menyebutkan kata euthanasia, namun sebagaimana 
penjelasan mengenai pengertian euthanasia yang telah dikemukakan 
sebelumnya, tindakan pengambilan jiwa seseorang meskipun 
dilakukan atas dasar rasa kasihan tidak dibenarkan sama sekali.  
Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor  39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa : 
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Hak untuk hidup, hak untuk tidak tidak disiksa, hak kebebasan 
pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan 
dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar 
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak 
dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. 
 
Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia dinyatakan bahwa : 
(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup    
     dan meningkatkan taraf kehidupannya. 
(2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia,  
     sejahtera lahir dan batin. 
(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan  
     sehat. 
 
Dari kedua pasal di atas dapat disimpulkan bahwa hak untuk hidup 
adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, sehingga berbagai 
bentuk usaha untuk menghilangkan jiwa seseorang seperti tindakan 
euthanasia adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia. 
Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa undang-undang bersangkutan 
mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak kehilangan 
paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa seseorang. Bahkan dalam 
penjelasan Pasal 9  dinyatakan bahwa hak atas kehidupan bahkan 
melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. 
Hal tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap hak hidup 
setiap orang dalam hak asasi manusia. 
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Berdasarkan penjelasan sebelumnya, secara tegas Indonesia 
menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup, namun 
tidak mempunyai hak untuk mati karena tidak diatur dalam undang-
undang manapun. Karena Indonesia telah memiliki Undang-Undang 
Dasar 1945 dalam Pasal 28A yang menyatakan bahwa : “setiap orang 
berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 
kehidupannya. 
Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan seorang dokter di 
Kota Makassar yang tidak ingin disebut identitasnya yang menyatakan 
bahwa tindakan euthanasia itu tidak diperbolehkan karena 
bertentangan dengan ajaran agama dan menurut sumpah Hipokrates 
seorang dokter wajib untuk menolong pasiennya, bukannya malah 
menganjurkan atau ikut membantu untuk melakukan euthanasia. 
Namun hal sebaliknya dikemukakan oleh beberapa narasumber yang 
merupakan masyarakat yang pada intinya menyatakan bahwa justru 
dengan tindakan euthanasia itu mempermudah penderitaan pasien dari 
penyakitnya dan meredakan penderitaan batin dari keluarga pasien. 
Dari segi finansial, keluarga pasien pasti tidak akan mengeluarkan 
biaya lebih banyak untuk mengobati pasien.  
Namun tidak semua negara di dunia menolak hak untuk mati, 
seperti di negara Belanda yang meskipun pada awalnya tidak 
melegalkan euthanasia namun pada tahun 2002 akhirnya melegalkan 
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tindakan tersebut. Namun untuk melakukan euthanasia terdapat 
beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti : 
a. Orang yang meminta diakhiri hidupnya adalah orang yang 
menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan dan kondisi 
orang tersebut sudah memasuki tahap terminal (hanya 
menunggu kematian). Seperti orang yang telah menderita 
kanker stadium akhir, dimana sel kanker telah menyebar di 
seluruh organ tubuh orang tersebut. 
b. Orang yang meminta diakhiri hidupnya adalah orang yang 
menderita kesakitan amat sangat. Dikarenakan penderitaan 
sakit yang teramat sangat tersebut maka diizinkan untuk dibantu 
mengakhiri penderitaan tersebut.47 
Undang-undang euthanasia ini mengandung beberapa aturan yang 
ditulis oleh Royal Dutch Medical Association. Beberapa aturan tersebut 
mengatur bahwa permintaan pasien untuk bunuh diri harus berasal dari 
dirinya sendiri dan diajukan berkali-kali. Sementara dokter yang 
berhubungan dengan pasien itu harus yakin bahwa pasien yang 
bersangkutan memang telah mengalami penderitaan yang tidak bisa 
diobati lagi. Namun sebelum melakukan euthanasia, dokter-dokter 
harus terlebih dahulu mencari opini medis kedua (second medical 
                                                          
47http://m.gresnews.com/berita/tips/60166-hak-untuk-mati/. Diakses pada tanggal 19 
Desember 2016 pukul 20.16 Wita. 
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opinion) sebelum membantu pasien bunuh diri. Dan apabila pasien 
telah meninggal dunia karena euthanasia, penyebab kematian tersebut 
harus dinyatakan sebagai akibat dari tindakan euthanasia atau bunuh 
diri.48 
Selain Belanda, California telah menjadi salah satu dari 4 negara 
bagian di Amerika Serikat yang memperbolehkan pasien yang telah 
menderita penyakit yang parah untuk bunuh diri atau mengakhiri 
hidupnya dengan supervise dokter. Undang-undang yang 
memperbolehkan seseorang untuk mati tersebut ditandatangani oleh 
Gubernur California, Jerry Brown, pada tanggal 05 Oktober 2015. 
Undang-undang untuk melakukan bunuh diri secara legal tersebut 
menetapkan syarat adanya 2 dokter yang menyetujui penggunaan 
obat, selanjutnya harus ada setidaknya 2 orang saksi ketika obat 
diberikan, dan pasien juga harus mampu secara fisik untuk meneggak 
sendiri obat tersebut.49 
3. Euthanasia Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
tidak menyebutkan secara langsung mengenai euthanasia namun 
                                                          
48http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol1338/pertama-di-dunia-parlemen-belanda-
legalisasi-euthanasia. Diakses pada tanggal 19 Desember 2016 pukul 20.56 Wita. 
49http://m.liputan6.com/global/read/2333886/california-sahkan-uu-bunuh-diri. Diakses 
pada tanggal 19 Desember 2016 pukul 20.37 Wita. 
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mengatur mengenai tindakan-tindakan yang berhubungan antara 
dokter dan pasien. Misalnya seperti yang terdapat dalam Pasal 51 
bagian (b) yang menyatakan bahwa dokter mempunyai kewajiban 
untuk  merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai 
keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu 
melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan. Dari pasal tersebut 
dapat disimpulkan bahwa seorang dokter tidak lantas harus memenuhi 
permintaan pasien apabila pasien meminta untuk dilakukan euthanasia 
terhadap dirinya. Begitu pula apabila dokter telah mendiagnosis dan 
menyimpulkan bahwa penyakit pasien tidak bisa lagi disembuhkan, 
dokter tidak boleh langsung memutuskan bahwa tindakan euthanasia 
harus dilakukan guna menghilangkan penderitaan pasien. Melainkan 
terlebih dahulu menyarankan kepada pasien dan juga keluarga pasien 
untuk mencari dokter lain untuk melakukan pengobatan. 
Selanjutnya dalam Pasal 52 bagian (d) disebutkan bahwa pasien 
dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai hak 
untuk menolak tindakan medis yang akan diberikan dari dokter. Ketika 
pasien mengajukan penolakan terhadap tindakan medis yang 
dilakukan  tidak boleh dengan campur tangan ataupun lewat perantara 
orang lain. Misalnya pasien dalam keadaan koma atau tidak sadar 
sehingga tidak mampu memutuskan tindakan medis apa yang dapat 
dilakukan kepadanya, sehingga membuat keluarganya membuat 
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keputusan dengan memperkirakan apabila pasien masih dalam 
keadaan sadar maka pasien akan meminta tindakan euthanasia. 
Seperti yang dilakukan oleh Hasan Kesuma yang mengajukan 
permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar istrinya, 
Agian Isna Nauli, dieuthanasia.  
Kasus terbaru yang terjadi di Kalimantan Timur yang menimpa 
Humaida, yang tidak sadarkan diri selama 5 tahun 7 bulan akibat 
cidera otak berdasarkan keterangan medis karena melahirkan anak 
keempatnya di Klinik Pengelolaan PD Muhammadiyah Paser, sehingga 
membuat keluarganya ingin mengajukan permintaan suntik mati ke 
Mahkamah Agung.50 Apabila menilik kasus Agian Isna Nauli dan 
Humaida yang memiliki kesamaan yaitu sama-sama dalam keadaan 
tidak sadar untuk dapat dimintai keputusan terkait penanganan medis 
yang akan diterima oleh mereka, sehingga membuat keluarganya 
mengambil keputusan atas dasar beberapa pertimbangan, tentunya hal 
tersebut sudah bertentangan dengan salah satu hak pasien dalam 
Pasal 52 bagian (d) karena persetujuan ataupun penolakan tindakan 
medis diambil oleh keluarga pasien. 
4. Euthanasia Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan 
                                                          
50 http://makassartoday.com/2016/10/29/5-tahun-lumpuh-pasien-diduga-malpraktik-
minta-suntik-mati/.  Diakses pada tanggal  28 Desember 2016 pukul 14.20 Wita. 
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Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang berhak secara 
mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan 
kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Secara singkat dapat 
disimpulkan bahwa setiap orang mempunyai kewajiban untuk 
menyatakan sikap atas  tindakan medis yang akan diberikan 
terhadapnya. 
Selanjutnya dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa : 
Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau 
seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya 
setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan 
tersebut secara lengkap. 
Apabila melihat pasal diatas, setelah mendapatkan penjelasan 
secara detail dari dokter yang menangani penyakitnya, maka seorang 
pasien dapat menentukan apakah dirinya akan menerima, menolak 
sebagian, ataupun menolak seluruh tindakan yang akan dilakukan oleh 
dokter terhadapnya. Penentuan sikap tersebut harus dilakukan ketika 
pasien dalam kondisi sadar sepenuhnya, karena dalam Pasal 56 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
terdapat pengecualian terhadap Pasal 56 ayat (1) yaitu : 
a. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat   
Smenular ke dalam masyarakat yang lebih luas;  
b. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau 
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c. Gangguan mental berat. 
 
Ketika keluarga pasien mengambil alih persetujuan terkait 
tindakan yang akan dilakukan kepada pasien dan memutuskan untuk 
melakukan euthanasia, maka hal tersebut merupakan salah satu 
bentuk euthanasia involunter (tidak atas permintaan pasien), karena 
pasien dalam kondisi tidak sadar saat permintaan euthanasia diajukan 
oleh keluarganya. 
B. Perbandingan Aturan Terkait Euthanasia Menurut Hukum  
Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 
Sistem hukum pidana di Indonesia masih mendapat pengaruh besar 
dari sistem hukum Belanda, hal ini terlihat dari masih dipergunakannya 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan terjemahan dari 
Wetboek van Strafrecht (WvS) yang dibuat oleh Belanda. Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Indonesia yang saat ini berlaku terdiri dari 
Kejahatan (Misdrijeven or Crimes) dan Pelanggaran (Overtredingen or 
Infraction).  
Namun apabila melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat saat 
ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku 
dirasa tidak lagi bisa untuk memenuhi keinginan masyarakat Indonesia 
untuk mendapatkan naungan dan pedoman atas peraturan yang dapat 
mengatur kehidupan di Indonesia. Oleh karena itu, telah dibuat 
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Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU 
KUHP) Indonesia yang telah dirancang selama sekian tahun guna 
memenuhi keinginan masyarakat dan mempermudah aparat hukum untuk 
mendapatkan aturan yang terarah dan jelas serta sesuai dengan norma-
norma dan budaya Indonesia. 
Pada awalnya, pembaharuan terhadap KUHP semata-mata hanya 
berdasarkan pada keinginan untuk menggantikan karakteristik kolonial dari 
KUHP yang berlaku saat ini. Namun dalam perkembangannya, 
pembaharuan KUHP berubah yaitu untuk mewujudkan pembaharuan 
hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945, serta untuk menghormati dan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, tujuan pembentukan 
KUHP Nasional tersebut adalah untuk menyesuaikan materi Hukum 
Pidana Nasional dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan 
kehidpan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia.51 
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(RUU KUHP) Indonesia telah 17 kali mengalami pembaharuan. Dimulai 
dari Rancangan KUHP tahun 1964, Rancangan KUHP 1968, Rancangan 
KUHP 1971/1972, Rancangan KUHP Basaroedin (Konsep BAS) 1977, 
Rancangan KUHP 1979, Rancangan KUHP 1982/1983, Rancangan KUHP 
                                                          
51Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), “Tinjauan Umum Terhadap 
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional”, Background Paper, 
2005, hlm. 6-7. 
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1984/1985, Rancangan KUHP 1986/1987, Rancangan KUHP 1987/1988, 
Rancangan KUHP 1989/1990, Rancangan KUHP 1991/1992 yang direvisi 
sampai 1997/1998, dan Rancangan KUHP 1999/2000, Rancangan KUHP 
200452, Rancangan KUHP 2005, Rancangan KUHP 2012, Rancangan 
KUHP 2013, dan yang terakhir adalah Rancangan KUHP 2015.  
Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 
tahun 2015, terdapat pasal terkait euthanasia yang mengalami perubahan 
direksi kata-kata, yaitu dalam Pasal 585 yang menyatakan bahwa : 
Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas 
nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, 
dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 
atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun. 
 
Pasal 585 RUU KUHP 2015 masih memiliki kesamaan dengan Pasal 
340 KUHP yaitu terkait pembunuhan berencana. Yang menjadi pembeda 
antara kedua pasal tersebut adalah Pasal 585 RUU KUHP 2015 
mencantumkan alternatif pidana penjara minimum selama 5 tahun dan 
pidana penjara maksimum selama 20 tahun. Sedangkan Pasal 340 KUHP 
hanya mencantumkan pidana berupa pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup atau penjara sementara paling lama 20 tahun.  
Selanjutnya terdapat Pasal 588 RUU KUHP 2015 yang menyatakan : 
                                                          
52Ahmad Bahiej, “Selamat Datang KUHP Baru Indonesia! (Telaah Atas RUU KUHP 
Tahun 2004)”, Jurnal Sosio-Religia, Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 6, 
Nomor 1 November 2006, hlm. 2. 
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Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas 
permintaan orang lain tersebut yang jelas dinyatakan dengan 
kesungguhan hati atau atas permintaan keluarganya dalam hal 
orang lain tersebut tidak sadar, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 9 (sembilan) tahun. 
Terdapat beberapa perbedaan antara Pasal 344 KUHP dengan  Pasal 
588 RUU KUHP 2015, yaitu permintaan yang diajukan oleh keluarga 
pasien ketika kondisi pasien sedang dalam tidak sadar, yang mana tidak 
diatur dalam Pasal 344 KUHP karena Pasal 344 KUHP hanya mengatur 
terkait apabila pasien yang bersangkutan yang meminta euthanasia. 
Selain itu ancaman pidana yang dijatuhkan juga berbeda, dalam Pasal 
344 KUHP dinyatakan bahwa pelaku akan dijatuhkan pidana penjara 
paling lama 12 (dua belas) tahun. Sedangkan Pasal 588 RUU KUHP 
memiliki ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.  Apabila 
ditilik lebih lanjut, penambahan direksi kata berupa permintaan yang 
diajukan oleh keluarga pasien ketika kondisi pasien sedang dalam 
keadaan tidak sadar itu dapat menimbulkan pro dan kontra. Pro dapat 
timbul karena sudah sepantasnya bahwa keluarga pasien yang mengambil 
alih keputusan atas tindakan medis yang selanjutnya dapat dilakukan 
terhadap pasien, namun di sisi kontra terdapat kekhawatiran bahwa akan 
ada keluarga pasien yang memanfaatkan keadaan untuk kepentingan 
pribadinya dengan mengambil keputusan bahwa pasien sebaiknya di 
euthanasia karena menurut dokter, penyakitnya tidak bisa disembuhkan. 
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Terdapat pula Pasal 589 RUU KUHP 2015 yang menyatakan : 
Setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi 
sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut 
benar-benar mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling 
banyak Kategori IV. 
 Perbedaan paling nyata antara Pasal 345 KUHP dan Pasal 585 RUU 
KUHP 2015 adalah terdapat di ancaman pidananya, apabila Pasal 345 
KUHP hanya mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 
empat bulan, maka Pasal 585 RUU KUHP 2015 memiliki hukuman pidana 
yang lebih berat yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau 
pidana denda paling banyak Kategori IV. Perlu diketahui bahwa pidana 
denda di Kategori IV berdasarkan Pasal 82 RUU KUHP 2015 adalah 
sebanyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dan menurut 
penjelasan secara keseluruhan terkait tindak pidana terhadap nyawa, 
pasal yang terkait mendorong orang lain untuk bunuh diri didasarkan atas 
pertimbangan penghormatan terhadap manusia. Apabila orang yang 
didorong atau yang ditolong untuk bunuh diri tidak mati, maka yang 
mendorong atau yang menolong tidak kena ancaman pidana. Karena 
didasarkan atas pertimbangan bahwa bunuh diri bukan termasuk 
kejahatan.53 Padahal bunuh diri juga dapat dikategorikan sebagai salah 
satu tindakan euthanasia aktif karena orang yang bersangkutan yang 
                                                          
53Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia, “Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, Jakarta, 2015, hlm. 247. 
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berperan aktif untuk menghilangkan jiwanya, dengan dirinya sendiri yang 
bertindak sebagai eksekutor. 
 Pasal terkait euthanasia yang diatur dalam RUU KUHP 2015 masih 
mengatur terkait euthanasia aktif, yaitu melarang tindakan seseorang 
untuk menghilangkan jiwa orang lain baik atas permintaan orang yang 
bersangkutan maupun atas permintaan keluarga yang dinyatakan ketika 
orang tersebut dalam kondisi tidak sadar. Namun tidak ada pasal yang 
mengatur terkait euthanasia pasif karena hal tersebut masih menjadi pro 
dan kontra apakah tindakan euthanasia pasif harus dipidana atau tidak. 
Karena di satu sisi dapat dianggap sebagai cara halus untuk meringankan 
beban keluarga pasien untuk membayar biaya pengobatan, namun di sisi 












Dari hasil pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat 
diuraikan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Praktik euthanasia hingga saat ini masih tidak diperbolehkan dari 
segi hukum pidana Indonesia. Seperti dalam Pasal 304 KUHP yang 
melarang pelaksanaan euthanasia pasif dan Pasal 344 KUHP yang 
melarang pelaksanaan euthanasia aktif. Dalam peraturan 
perundang-undangan di Indonesia sendiri tidak menyebutkan 
secara eksplisit mengenai euthanasia, namun terdapat beberapa 
pasal yang mengatur terkait tindakan medis maupun hubungan 
antara dokter dan pasien yang berhubungan dengan tidak 
diizinkannya praktik euthanasia, contohnya seperti yang terdapat 
dalam Pasal 51 bagian (b) Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang 
menyatakan bahwa dokter mempunyai kewajiban untuk  merujuk 
pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian 
atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan 
suatu pemeriksaan atau pengobatan.  
2. Dalam Pasal 588 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Indonesia tahun 2015 mengatur terkait praktik euthanasia yang 
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tergolong auto euthanasia maupun euthanasia involunter dan juga 
Pasal 589 Rancangan KUHP Indonesia yang mengatur mengenai 
euthanasia aktif. Yang membedakan antara Pasal 344 KUHP 
dengan Pasal 588 Rancangan KUHP adalah ditambahkan pula 
keluarga pasien sebagai pelaku yang meminta euthanasia atas 
keluarganya (pasien) yang dalam kondisi tidak sadar. Namun pasal 
terkait euthanasia ini masih dapat memungkinkan untuk bernasib 
sama dengan Pasal 344 KUHP yang masih berlaku sekarang, yaitu 
tidak bisa digunakan untuk menjerat pelaku euthanasia dikarenakan 
beberapa faktor seperti tindakan euthanasia pasif yang telah sering 
ditemukan di Indonesia dan keengganan pasien maupun 
keluarganya untuk melaporkan tindakan penelantaran oleh pihak 
rumah sakit. Sehingga praktik euthanasia jarang diproses oleh 
pihak kepolisian. 
B. Saran 
Dari uraian kesimpulan diatas maka Penulis ingin memberikan sedikit 
saran sebagai berikut : 
1. Pasal 344 KUHP yang diharapkan dapat efektif untuk menjerat 
pelaku euthanasia pada kenyataannya sampai saat ini belum 
pernah menjerat pelaku euthanasia untuk dimasukkan ke dalam 
proses peradilan. Oleh karena itu apabila eksistensi Pasal 344 
KUHP akan tetap dipertahankan di Rancangan KUHP selanjutnya, 
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diperlukan adanya perubahan baik dari segi direksi kata-kata 
maupun unsur-unsur yang dikandung dalam pasal tersebut. Agar ke 
depannya pasal terkait euthanasia tidak hanya terkesan menjadi 
pelengkap ataupun aturan yang tanpa disertai dengan penerapan 
dalam ranah hukum di Indonesia. 
2. Terkait Pasal 588 dalam RUU KUHP 2015 yang mengatur 
euthanasia, ada baiknya apabila dilakukan sedikit perubahan 
terhadap pasal tersebut. Karena Pasal 588 RUU KUHP 2015 hanya 
mengatur terkait auto euthanasia dan juga euthanasia involunter, 
namun tidak spesifik mengatur terkait euthanasia aktif. Justru pasal 
dalam RUU KUHP 2015 yang dapat digolongkan ke dalam pasal 
yang mengatur euthanasia aktif adalah Pasal 589. Oleh karena itu, 
dalam pembahasan terkait RUU KUHP selanjutnya sebaiknya perlu 
dimasukkan pula unsur-unsur euthanasia aktif dalam pasal yang 
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